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BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2¢ TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN,

PELELANGAN/PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab X Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Bagian
Ketiga tentang Penjualan Barang Milik Daerah dan Bab
XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Penghapusan, Bupati Lima Puluh Kota

berwenang menetapkan kebijakan Pedoman dan Tata
cara Pelaksanaan Penilaian, Pelelangan / Penjualan dan

penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara
Pelaksanaan Penilaian, Pelelangan / Penjualan dan

Penghapusan Kendaraan dinas Milik Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat .
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
Dalam 4
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Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547).
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10 );
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4



3

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PENILAIAN PELELANGAN / PENJUALAN DAN

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

adalah Bupati.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah $Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota selaku pengelola barang milik daerah.

4
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah
selaku pejabat pengelola keuangan daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu
atau beberapa program.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau

yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Peraturan Bupati adalah Peraturan Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala
unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik
daerah pada Pengguna Barang.
Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut

Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

4

7.

8.



5

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

29.

26.

27.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah

pada Pengguna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.
Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah

pada Kuasa Pengguna Barang.
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa
barang milik daerah pada saat tertentu.
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
|barang milik daerah.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. Penilaian;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah,
atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk

barang, paling kurang dengan nilai seimbang.
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar

pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham daerah pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya
yang dimiliki negara.
Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengelola barang, pengguna barang
dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2

4
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b. Penjualan; dan

c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penghapusan.

BAB III

PENILAIAN
Pasal 3

Penilaian kendaraan dinas milik daerah dilakukan dalam

rangka penyusunan neraca_ pemerintah daerah,

pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
Penilaian kendaraan dinas milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai kendaraan dinas milik daerah dalam

rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian

kendaraan dinas milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 4

Penilaian kendaran dinas milik daerah dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh

Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan

Penilai yang ditetapkan Bupati.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia

penaksir harga yang unsurnya terdiri dari OPD/Unit

Kerja terkait.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Penilaian kendaraan dinas milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. d
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(5)Apabilapenilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(4)
dilakukanolehPenggunaBarangtanpamelibatkan
Penilai,makahasilpenilaiankendaraandinasmilik
daerahhanyamerupakannilaitaksiran.

(6)Hasilpenilaiankendaraandinasmilikdaerah
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkanoleh

Bupati.

Pasal5

(1)Dalamkondisitertentu,Bupatidapatmelakukan
penilaiankembalidalamrangkakoreksiatas_nilai
kendaraandinasmilikdaerahyangtelahditetapkan
dalamneracapemerintahdaerah.

(2)Penilaiankembali,sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
adalahprosesrevaluasidalamrangkapelaporan
keuangansesuaiStandarAkuntansiPemerintahan(SAP)
yangmetodepenilaiannyadilaksanakansesuaistandar
penilaian.

(3)Keputusanmengenaipenilaiankembaliatasnilai
kendaraandinasmilikdaerahdilaksanakanberdasarkan

kebijakanyangditetapkanolehBupatidenganberpedoman
padaketentuanpemerintahyangberlakusecaranasional.

(4)Ketentuanpemerintahyangberlakusecaranasional,
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)adalahkebijakan
yangditetapkanolehpemerintahuntukseluruhentitas

pemerintahdaerah.

BABIV
OBJEKPENJUALAN

Pasal6

(1)Penjualankendaraandinas_dilaksanakandengan

pertimbangan:
4



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a.Untukoptimalisasikendaraandinasyangberlebih
atautidakdigunakan/dimanfaatkan.

b.Secaraekonomislebihmenguntungkanbagidaerah

apabiladijual;dan/atau
c.Sebagaipelaksanaanketentuanperaturanperundang-
undangan.

Kendaraandinasyangtidakdigunakan/dimanfaatkan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufaadalah
kendaraandinasyangtidakdipergunakanuntuk
kepentinganpenyelenggaraantugasdanfungsiOPDatau
tidakdimanfaatkanolehpihaklain.

Pasal7

Penjualankendaraandinasmilikdaerahdilakukan
secaralelangkecualidalamhaltertentu.

Lelangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah

penjualankendaraandinasyangterbukauntukumum

denganpenawaranhargasecaratertulisdan/ataulisan

yangsemakinmeningkatataumenurununtukmencapai
hargatertinggi.
Lelangsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dilaksanakansetelahdilakukanpengumumanlelangdan

dihadapanpejabatlelang.
Pengecualiandalamhaltertentusebagaimanadimaksud

padaayat(1)yaitukendaraandinasyangbersifatkhusus
sesuaidenganperaturanperundang-undangan.
Kendaraandinasyangbersifatkhusus,sebagaimana
dimaksudpadaayat(4)adalahbarang-barangyang
diatursecarakhusussesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undanganyaitukendaraanperorangandinas

yangdijualkepada:

a.Bupati;
b.WakilBupati;
c.MantanBupati;dan
d.MantanWakilBupati.4
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Pasal8

(1)Dalamrangkapenjualankendaraandinasmilikdaerah
dilakukanpenilaiansebagaimanadimaksuddalampasal
4ayat(1)untukmendapatkannilaiwajar.

(2)Penilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan
olehTimyangditetapkanolehBupatisebagaimana
dimaksuddalampasal4ayat(1)dandapatmelibatkan
penilaiyangditetapkanBupati.

(3)Penentuannilaidalamrangkapenjualankendaraan
dinasmilikdaerahsecaralelangdilakukandengan
memperhitungkanfaktorpenyesuaian.

(4)Nilaisebagaimanadimaksudpadaayat(3)merupakan
limit/batasanterendahyangdisampaikankepadaBupati
sebagaidasarpenetapannilailimit.

(5)Nilailimit/batasanterendahsebagaimanadimaksud
padaayat(4)adalahhargaminimalbarangyangakan
dilelang.

(6)Nilailimitsebagaimanadimaksudpadaayat(5)

ditetapkanolehBupatiselakupenjual.

Pasal9

(1)ObjekpenjualanadalahKendaraandinasmilikdaerah

yangberadapadapengelolabarang/penggunabarang
meliputi:

a.KendaraanPeroranganDinas;
b.KendaraanDinasOperasional;
c.KendaraanDinasOperasionalKhusus/Lapangan.

(2)Penjualankendaraandinasmilikdaerahsebagaimana
dimaksudayat(1)dilakukandenganpersyaratansebagai
berikut:
a.Memenuhipersyaratanteknis;
b.Memenuhipersyaratanekonomis,yakinsecara

ekonomislebihmenguntungkanbagipemerintah
daerahapabilakendaraandinasmilikdaerahdijual,y



karenabiayaoperasionaldanpemeliharaanbarang
lebihbesardaripadamanfaatyangdiperoleh;dan

c.Memenuhipersyaratanyuridis,yaknikendaraandinas
milikdaerahtidakterdapatmasalahhukum.

(3)Persyaratanteknissebagaimanadimaksudpadaayat(2)
hurufaantaralain:

a.Kendaraandinassecarafisiktidakdapatdigunakan
karenarusakdantidakekonomisapabiladiperbaiki;
dan

b.Kendaraandinastidakdapatdigunakandandi
manfaatkankarenamengalamiperubahandalam

spesifikasiakibatpenggunaan,sepertiterkikis,
hangus,danlain-lainnya.

Pasal10

(1)Penjualankendaraanbermotordinasoperasionaldapat
dilaksanakanapabilatelahmemenuhipersyaratan,yakni
berusiapalingsingkat7(tujuh)tahun.

(2)Usia7(tujuh)tahunsebagaimanadimaksudayat(1)
adalah:

a.Terhitungmulaitanggal,bulandantahun

perolehannyaseusaidokumenkepemilikan,untuk
perolehandalamkondisibaru;atau

b.Terhitungmulaitanggal,bulandantahun

pembuatannyatidakdalamkondisibaru.

(3)Dalamhalbarangmilikdaerahberupakendaraan
bermotorrusakberatdengansisakondisifisiksetinggi-
tingginya30%(tigapuluhpersen),makapenjualan
kendaraanbermotordapatdilakukansebelumberusia7

(tujuh)tahun.

(4)Penjualankendaraanbermotorpadaayat(3)berdasarkan
suratketerangantertulisdariinstansiyang

berkompeten.f
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Pasal 11

Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas milik daerah yang
berada pada pengelola barang dilakukan berdasarkan :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Inisiatif Bupati; atau
Permohonan pihak lain.

Pasal 12

Penjualan kendaraan dinas milik daerah pada pengelola

barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan

yang meliputi antara lain :

a. Data kendaraan dinas milik daerah;

b. Pertimbangan penjualan; dan

c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis

oleh pengelola barang.

Pengelola barang menyampaikan usulan penjualan

kepada Bupati disertai perencanaan penjualan

sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 13

Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan

penelitian.
Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

a. Penelitian data administratif; dan

b. Penelitian fisik.

Pasal 14

Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam

pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun
4
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perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data

identitas kendaraan dinas milik daerah.

(2) Penelitian fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokan

fisik kendaraan dinas milik daerah yang akan dijual

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian

untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui

pengelola barang.

Pasal 15

(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana

dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), Bupati melalui

pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan

penilaian atas kendaraan dinas milik daerah yang akan

dijual.

(2) Hasil penilaian sebagimana dimaksud pada ayat (1)

dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

kendaraan dinas milik daerah.

Pasal 16

(1) Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan

penjualan kendaraan dinas milik daerah kepada Bupati.

(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka

sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan kendaraan dinas milik daerah yang

akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang
|
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dituangkan dalam Berita Acara penelitian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (3)

(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat :

a. Data kendaraan dinas yang akan dijual;
b. Nilai perolehan dan/atau nilai buku kendaraan dinas
milik daerah; dan

c. Nilai limit penjualan dari kendaraan dinas milik
daerah.

Pasal 18

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) merupakan penjualan
kendaraan dinas milik daerah yang dilakukan secara

lelang, pengelola barang mengajukan permintaan

penjualan kendaraan dinas milik daerah dengan cara

lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang.

(2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) merupakan penjualan
kendaraan dinas milk daerah yang dilakukan tanpa

lelang, pengelola melakukan penjualan kendaraan dinas

secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan kendaraan dinas milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan serah

terima kendaraan dinas milik daerah berdasarkan :

a. Risalah lelang, apabila penjualan kendaraan dinas

dilakukan secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan kendaraan dinas

milik daerah dilakukan tanpa lelang.

Pasal 19

(1) Serah terima kendaraan dinas milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dituangkan dalam

|
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Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang

mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas milik

daerah kepada Bupati.

Pasal 20

(1) Kendaraan dinas milik daerah yang tidak laku dijual

pada lelang pertama, dilakukan lelang lelang ulang

sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang kendaraan
dinas milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak laku dijual, pengelola barang menindaklanjuti

dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah,

penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4) Pengelola barang dapat melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas kendaraan
dinas milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah

atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan

1

pemusnahan.

Pasal 21

(1) Hasil penjualan kendaraan dinas milik daerah wajib

disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(2) Dalam hal kendaraan dinas milik daerah yang berada

pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
a. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas

milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi

Badan Layanan Umum Daerah
merupakan |
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penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas
milik dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 22
Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah pada

Pengguna Barang

(1) Penjualan kendaraan dinas milik daerah pada pengguna
barang diawali dengan menyiapkan permohonan
penjualan, antara lain :

a. Data kendaraan dinas milik daerah;
b. Pertimbangan penjualan; dan
c. Pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis dan

yuridis oleh pengelola barang.
(2) Pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan

usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Tata cara penjualan kendaraan dinas milik daerah pada
pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
sampai dengan pasal 18 berlaku mutatis dan mutandis
pada tata cara penjualan kendaraan dinas milik daerah
pada pengguna barang.

Pasal 23

(1) Serah terima barang penjualan kendaraan dinas milik
daerah pada pengguna barang dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengguna barang mengajukan
usulan penghapusan kendaraan dinas milik

daerah 4
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kepada pengelola barang.

Pasal 24
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa
melalui lelang kepada pejabat Negara dan mantan pejabat

Negara, adalah :

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun
1. Terhitung mulai tanggal, bulan tahun perolehannya,
untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

2. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya,
untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.

Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui

lelang kepada :

a. Pejabat Negara; dan

b. Mantan pejabat Negara.

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu :

a. Bupati; dan
b. Wakil Bupati.
Mantan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b yaitu :

a. Mantan Bupati; dan

b. Mantan Wakil Bupati.

Pasal 27

Syarat pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang adalah :

a. Telah memilik masa kerja atau masa pengabdian
4
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(1)
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selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-

turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
pejabat Negara.

b. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak

pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun.

Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani masa

jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi

yang berbeda.

Pasal 28

Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan
kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode
jabatan pejabat Negara.
Tahun terakhir periode jabatan pejabat Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun

terakhir pada periode jabatan pejabat Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui

lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1

(satu) orang pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang
dilakukan.

Pasal 29

Mantan pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi

persyaratan :

a.Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian
selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-

turut terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi

pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa

jabatannya; 4
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b. Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas

tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjabat sebagai pejabat Negara;

c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; dan

d. Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari

jabatannya.
Secara berturut - turut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah secara berkelanjutan menjalani
masa jabatan pada instansi yang sama atau pada
instansi yang berbeda.

Pasal 30

Kendaraan perorangan dinas yng dijual tanpa melalui

lelang kepada mantan pejabat Negara paling banyak 1

(satu) orang mantan pejabat Negara, untuk tiap

penjualan yang dilakukan.
Mantan pejabat Negara mengajukan permohonan

penjualan kendaraan perorangan dinas paling lama 1

(satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan pejabat

Negara yang bersangkutan.

Pasal 31

Pengguna barang menentukan harga jual kendaraan

perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara /

mantan pejabat Negara yang dilakukan tanpa melalui lelang

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan
7 (tujuh) tahun, harga jualnya 40 % (empat puluh

persen) dari nilai wajar kendaraan.

Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun,

harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari nilai
b.

wajar kendaraan.
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Pasal 32

Pembayaran atas penjualan kendaraan dinas milik daerah

berupa kendaraan dinas perorangan dinas tanpa lelang
dilakukan pembayaran sekaligus bagi pejabat Negara/mantan

pejabat Negara.

Pasal 33

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32

dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya

surat persetujuan penjualan untuk pembayaran.

Pasal 34

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan

dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 belum lunas,

maka:
a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang

milik daerah.

b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan

dinas.

c. Biaya perbaikan / pemeliharaan menjadi tanggung jawab

pejabat Negara/mantan pejabat Negara, dan

d. Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan,

disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak

lain.

Pasal 35

(1) Pejabat Negara dan mantan pejabat yang tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33

dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan

dinas.

(2) Kendaraan dinas yang batal dibeli oleh pejabat Negara /

{
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mantan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 36

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan

dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum

adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan

pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan

dinas tersebut dam harus dibayar sebagai tambahan

harga jual sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan

perorangan dinas.

Pasal 37

Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan

perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit

kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang

pertama.
Pembelian kembali atas kendaraan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang

pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai pejabat

Negara secara berkelanjutan.

Pasal 38

Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa

melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,

diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh :

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan

pejabat Negara; dan {
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b. Mantan pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun

sejak berakhirnya masa jabatan pejabat Negara yang

bersangkutan.
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh :

a. Pejabat Negara kepada pengguna barang; dan

b. Mantan pejabat Negara kepada Bupati.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud padam ayat

(2) memuat antara lain :

a. Data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat dan

tempat / tanggal lahir; dan

b. Alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan

dinas.
Pasal 39

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal

38 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bagi pejabat Negara / mantan pejabat Negara, antara

lain :

a. Fotocopy surat keputusan pengangkatan bagi pejabat

Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi

mantan pejabat Negara.
b. Fotocopy kartu identitas.

Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah

membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan

dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepultuh)

tahun sejak pembelian pertama bagi pejabat Negara.

d. Dalam hal pejabat Negara mengajukan pembelian

kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang,

dilampirkan fotocopy surat keputusan pengangkatan

menjadi pejabat Negara secara berkelanjutan dengan

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian

pertama kendaraan perorangan dinas sebagimana

dimaksud huruf c;

¢.

4
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e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli kendaraan peroangan dinas tanpa melalui

lelang pada saat yang bersangkutan menjadi pejabat
Negara bagi mantan pejabat negara; dan

f. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau
tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.

Pasal 40

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38 ayat (3), penguna barang melakukan

persiapan permohonan penjualan, antara lain :

a. Data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
b. Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang.

Dalam hal persiapan permohonan penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai,

pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan
usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang
kekuasaan pengelola barang milik daerah disertai :

a. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
c. Surat permohonan dan dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2);
d. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas

yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

e. Surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah

ada kendaraan pengganti.

Bupati melakukan penelitian atau usulan permohonan

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Bupati membentuk tim untuk :
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a. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan

pertimbangan permohonan penjualan barang milik

daerah; dan

b. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokan

fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual

dengan data administratif.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dituangkan dalam berita acara_ penelitian untuk

selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui

pengelola barang.

Bupati melalui pengelola barang menugaskan penilai
untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan

dinas yang akan dijual.
Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan

barang milik daerah.

Pasal 41

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan

penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dan ayat

(7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.

Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka

sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil

penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. data kendaraan perorangan dinas;

b. nilai perolehan;
c. nilai buku;
d. harga jual kendaraan perorangan dinas,dan

|
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e.rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas

yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) untuk pejabat

Negara.
Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui

Pengelola Barang.
Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan
kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat

Negara/mantan Pejabat Negara.

Pasal 42

Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum

Daerah, terdiri dari:

a. pembelian kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 31; dan

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah

untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang

akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36 ayat (1).

Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas

umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan

dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar

yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan

pembayaran dari Pengelola Barang / Pengguna Barang.

Pengelola Barang / Pengguna Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak

lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4). 4
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(5)PengelolaBarangdanPenggunaBarangmelakukan

pengawasandanpengendalianpelaksanaanpenjualan
danpenghapusankendaraanperorangandinassesuai

tugas,fungsi,dankewenanganmasing-masingsesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(6)Kendaraanperorangandinasyangtidakdilakukan

penjualandenganmekanismesebagaimanadiaturdalam

Pasal25sertatidakdigunakanuntukpenyelenggaraan

tugas,dapatdilakukanpenjualansecaralelang.

BABIV
PENGHAPUSAN

Pasal43

(1)Penghapusankendaraandinasmilikdaerahmeliputi:

a.PenghapusandariDaftarBarangPenggunadan/atau
DaftarBarangKuasaPengguna,

b.penghapusandariDaftarBarangPengelola,dan

c.penghapusandariDaftarBarangMilikDaerah.

Pasal44

(1)PenghapusandariDaftarBarangPenggunadan/atau
DaftarBarangKuasaPenggunasebagaimanadimaksud

dalamPasal43hurufa,dilakukandalamhalbarang

milikdaerahsudahtidakberadadalampenguasaan

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang.

(2)PenghapusandariDaftarBarangPengelolasebagaimana
dimaksuddalamPasal43hurufb,dilakukandalamhal

barangmilikdaerahsudahtidakberadadalam

penguasaanPengelolaBarang.

(3)PenghapusandariDaftarBarangMilikDaerah

sebagaimanadimaksuddalamPasal43hurufc

dilakukandalamhalterjadipenghapusansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)disebabkankarena:
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a.pemindahtangananatasbarangmilikdaerah;

b.putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum

tetapdansudahtidakadaupayahukumlainnya.

c.menjalankanketentuanundang-undang;
d.pemusnahan;atau

e.sebablain.

Pasal45

(1)Kendaraandinasmilikdaerahsudahtidakberadadalam

penguasaanPengelolaBarang,PenggunaBarang

dan/atauKuasaPenggunaBarangdisebabkankarena:

a.penyerahanbarangmilikdaerah;
b.pengalihanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah;

c.pemindahtangananatasbarangmilik;

d.putusanpengadilanyangtelahberkekuatanhukum

tetapdansudahtidakadaupayahukumlainnya;

e.menjalankanketentuanperaturanperundang-

undangan;
f.pemusnahan;atau

g.sebablain.

(2)Sebablainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufg

merupakansebab-sebabyangsecaranormal

dipertimbangkanwajarmenjadipenyebabpenghapusan,

sepertihilangkarenakecurian,terbakar,susut,

menguap,mencair,kadaluarsa,mati,dansebagaiakibat

y

darikeadaankahar(forcemajeure).

Pasal46

(1)PenghapusansebagaimanadimaksuddalamPasal45

ayat(1)untukbarangmilikdaerahpadaPengguna

Barangdilakukandenganmenerbitkankeputusan

penghapusanolehPengelolaBarangsetelahmendapat

persetujuanBupati.

(2)Penghapusansebagaimanadimaksuddalampasal45

ayat(1)untukbarangmilikdaerahpadaPengelola
Y
av
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Barangdilakukandenganmenerbitkankeputusan

penghapusanolehBupati.
Dikecualikandariketentuanmendapatpersetujuan

penghapusanBupatisebagaimanadimaksudpadaayat

(1)adalahuntukkendaraandinasmilikdaerahyang

dihapuskankarena:

a.pengalihanstatuspenggunaan
b.pemindahtanganan;atau

c.pemusnahan.

Bupatidapatmendelegasikanpersetujuanpenghapusan

barangmilikdaerahberupabarangpersediaankepada

PengelolaBaranguntukDaftarBarangPengguna

dan/atauDaftarBarangKuasaPengguna.

Pelaksanaanataspenghapusanbarangmilikdaerah

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(4)

dilaporkankepadaBupati.

Pasal47

PelaksanaanPenghapusanBarangMilikDaerah

PadaPenggunaBarangDan/AtauKuasaPenggunaBarang

Penghapusankarenapenyerahanbarangmilikdaerah

kepadaBupatisebagaimanadimaksuddalamPasal45

ayat(1)hurufadilakukanolehPenggunaBarang/Kuasa

PenggunaBarang.

Penghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilakukansetelahPengelola.Barangmenerbitkan

keputusanpenghapusanbarangmilikdaerah.

Keputusansebagaimanadimaksudpadaayat(2)paling
lama1(satu)bulanditerbitkanolehPengelolaBarang

sejaktanggalBeritaAcaraSerahTerima(BAST)

penyerahankepadaBupati.

PenggunaBarangmelaporkanpenghapusanbarang
milikdaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

kepadaBupati,denganmelampirkan:
a.keputusanpenghapusan;dan4
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b.BeritaAcaraSerahTerima(BAST)penyerahankepada

Bupati.
Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimana

dimaksudpadaayat(3),PengelolaBarangmelakukan

penyesuaianpencatatanbarangmilikdaerahpadadaftar

barangmilikdaerah.

Pasal48

PerubahanDaftarBarangPenggunadan/atauDaftar

BarangKuasaPenggunasebagaiakibatdaripenyerahan

barangmilikdaerahkepadaBupatiharusdicantumkan
dalamLaporanSemesterandanLaporanTahunan

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang.
PerubahanDaftarBarangMilikDaerahsebagaiakibat

daripenyerahanbarangmilikdaerahdariPengguna

BarangkepadaBupatiharusdicantumkandalamlaporan

semesterandanlaporantahunan.

Pasal49

Penghapusankarenapengalihanstatuspenggunaan

barangmilikdaerahkepadaPenggunaBaranglain

sebagaimanadimaksuddalamPasal45ayat(1)hurufb

dilakukanolehPenggunaBarang/KuasaPengguna

Barang.
Penghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilakukansetelahPengelolaBarangmenerbitkan

keputusanpenghapusanbarangmilikdaerah.

Keputusanpenghapusanbarangmilikdaerah

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)palinglama1(satu)

bulanditerbitkanolehPengelolaBarangsejaktanggal
BeritaAcaraSerahTerima(BAST)pengalihanstatus

penggunaanbarangmilikdaerah.

PenggunaBarangmenyampaikanlaporanpenghapusan

kepadaBupatidenganmelampirkan:Y
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a.Keputusanpenghapusan;dan

b.BeritaAcaraSerahTerima(BAST)pengalihanstatus

penggunaanbarangmilikdaerah.

(5)Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimana
dimaksudpadaayat(3),PengelolaBarangmelakukan

penyesuaianpencatatanbarangmilikdaerahpadadaftar

barangmilikdaerah.

Pasal50

(1)PerubahanDaftarBarangPenggunadan/atauDaftar

BarangKuasaPenggunasebagaiakibatdaripengalihan
statuspenggunaanbarangmilikdaerahharus

dicantumkandalamlaporansemesterandanlaporan
tahunanPenggunaBarangdan/atauKuasaPengguna

Barang.

(2)Perubahandaftarbarangmilikdaerahsebagaiakibatdari

pengalihanstatuspenggunaanbarangmilikdaerah

harusdicantumkandalamlaporanbarangmilikdaerah

semesterandanlaporantahunan.

Pasal51

(1)Penghapusankarenapemindahtangananatasbarang
milikdaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal45ayat

(1)hurufcdilakukanolehPenggunaBarang/Kuasa
PenggunaBarang.

(2)Penghapusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilakukan'setelahPengelolaBarangmenerbitkan

keputusanpenghapusanbarangmilikdaerah.

(3)Keputusansebagaimanadimaksudpadaayat(2)paling
lama1(satu)bulanditerbitkanolehPengelolaBarang
sejaktanggalBeritaAcaraSerahTerima(BAST).

(4)Keputusanpenghapusanbarangmilikdaerahkarena

pemindahtangananatasbarangmilikdaerah

disampaikankepadaPenggunaBarangdisertaidengan:
y
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a.RisalahLelangdanBeritaAcaraSerahTerima(BAST),
dalamhalpemindahtanganandilakukandalam
bentukpenjualansecaralelang;

b.BeritaAcaraSerahTerima(BAST),dalamhal

pemindahtanganandilakukandalambentuk

penjualantanpalelang,tukarmenukar,dan

penyertaanmodalpemerintahdaerah;dan

c.BeritaAcaraSerahTerimadannaskahhibah,dalam
halpemindahtanganandilakukandalambentuk
hibah.

PenggunaBarangmenyampaikanlaporanpenghapusan

sebagaimanadimaksudpadaayat(4)kepadaBupati
denganmelampirkan:
a.KeputusanPenghapusan;dan
b.BeritaAcaraSerahTerima,RisalahLelang,dan

NaskahHibah.
Berdasarkankeputusanpenghapusansebagaimana
dimaksudpadaayat(3),PengelolaBarangmenghapus
barangmilikdaerahdariDaftarBarangMilikDaerah.

Pasal52

PerubahanDaftarBarangPenggunadan/atauDaftar

BarangKuasaPenggunasebagaiakibatdari

penghapusankarenapemindahtangananharus
dicantumkandalamlaporanbarangPengguna/laporan
barangKuasaPenggunasemesterandantahunan

PenggunaBarangdan/atauKuasaPenggunaBarang.
PerubahanDaftarBarangMilikDaerahsebagaiakibat
daripenghapusankarenapemindahtangananharus
dicantumkandalamlaporansemesterandanlaporan
tahunan.

q
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Pasal 53

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan
penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola
Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan,
kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai

perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan:
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan penghapusan barang milik daerah dari

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang

meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait

barang milik daerah sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.
(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara

barang milik daerah yang menjadi objek putusan
|
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pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi
objek permohonan penghapusan.

(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujyuan kepada Bupati.

Pasal 54

(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tidak

disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang
memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan
alasan.

(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah

disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
diantaranya meliputi:

kode barang;
kode register;
nama barang;
tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang;
jumlah;
nilai perolehan;rm

m
p

Bo
o

Pp

nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan
pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui

4Pengelola Barang.

i.
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Pasal 55

Berdasarkan persetujuan Bupati pemusnahan
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat
persetujuan Bupati untuk kendaraan dinas milik daerah
pada pengelola barang, maka Pengelola Barang
menerbitkan keputusan penghapusan barang.
Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna.
Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
persetujuan penghapusan barang milik daerah dari
Bupati.
Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada
Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan
barang milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 56

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal
54 dan Pasal 55 hanya dilakukan karena adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

(1)

Pasal 57

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan

4
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 58

Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf e diawali dengan pengajuan
permohonan penghapusan barang milik daerah oleh

Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan.

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap
permohonan penghapusan barang milik daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Bupati.
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Pasal 59

Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), Bupati menerbitkan

surat persetujuan penghapusan.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data barang milik daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,

jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan
b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan

pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan penghapusan

barang milik daerah dari Daftar Pengguna Barang
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan
berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.

Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling
lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal
persetujuan Bupati.

Pasal 60

Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang
milik daerah kepada Bupati dengan melampirkan
keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.
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Pasal 61

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 62

Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola
Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang
milik daerah.

Keputusan penghapusan barang wmilik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh

Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
berita acara pemusnahan.
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan
disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah pada Daftar Barang
Milik Daerah. 4
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Pasal63

PerubahanDaftarBarangPenggunadan/atauDaftar

BarangKuasaPenggunasebagaiakibatdaripemusnahan
harusdicantumkandalamlaporansemesterandan

laporantahunanpenggunabarangataukuasapengguna

barang.
PerubahanDaftarBarangMilikDaerahsebagaiakibat
daripemusnahanharusdicantumkandalamlaporan
semesterandanlaporantahunan.

Pasal64

Penghapusankarenasebablainsebagaimanadimaksud

dalamPasal45ayat(1)hurufgdilakukanolehPengguna

Barang/KuasaPenggunaBarang.

PenggunaBarangmengajukanpermohonan

penghapusanbarangmilikdaerahkepadaBupatimelalui

PengelolaBarangyangsedikitnyamemuat:

a.pertimbangandanalasanpenghapusan;dan

b.databarangmilikdaerahyangdimohonkanuntuk

dihapuskan,diantaranyameliputitahunperolehan,
kodebarang,koderegister,namabarang,jenis,
identitas,kondisi,lokasi,nilaibuku,dan/ataunilai

perolehan.
Permohonanpenghapusanbarangmilikdaerah

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatdiajukan
karenaalasan:
a.hilangkarenakecurian;
b.terbakar,susut,menguap,mencair,kadaluwarsa,mati

untukhewan/ikan/tanaman;atau
c.keadaankahar(forcemajeure).

4
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Pasal65

Permohonanpenghapusanbarangmilikdaerahdengan
alasanhilangkarenakecuriansebagaimanadimaksud
dalamPasal64ayat(3)hurufaharusdilengkapi:

suratketerangandariKepolisian;dan a.

b.suratketerangandariPenggunaBarang/Kuasa
PenggunaBarangyangsekurang-kurangnyamemuat:

1.IdentitasPenggunaBarang/KuasaPengguna
Barang;

Pernyataanmengenaiataskebenaran

permohonandanbarangmilikdaerahtersebut

hilangkarenakecuriansertatidakdapat
diketemukan;dan

Pernyataanapabiladikemudianhariditemukan
buktibahwapenghapusanbarangmilikdaerah

dimaksuddiakibatkanadanyaunsurkelalaian

dan/ataukesengajaandariPejabatyang
menggunakan/penanggungjawabbarangmilik

daerah/PengurusBarangtersebut,makatidak

menutupkemungkinankepadayang
bersangkutanakandikenakansanksi_sesuai

3.

ketentuanperaturanperundang-undangan.
Permohonanpenghapusanbarangmilikdaerahdengan
alasanterbakar,susut,menguap,mencair,kadaluwarsa,
matiuntukhewan/ikan/tanamansebagaimana
dimaksuddalamPasalayat(3)hurufbharusdilengkapi:
a.IdentitasPenggunaBarang/KuasaPengguna

Barang;
PernyataandariPenggunaBarang/KuasaPengguna
Barangmengenaikebenaranpermohonanyang
diajukan.
PernyataandariPenggunaBarang/KuasaPengguna
Barangbahwabarangmilikdaerahtelahterbakar,
susut,menguap,mencair,kadaluwarsa,matiuntuk
hewan/ikan/tanaman;dan4



-40-

d.Suratpernyataansebagaimanadimaksudpadahuruf
cdilampirihasillaporanpemeriksaan/penelitian.

(3)Permohonanpenghapusanbarangmilikdaerahdengan
alasankeadaankahar(forcemajeure)sebagaimana
dimaksuddalamPasal64ayat(3)hurufcharus
dilengkapi:
a.Suratketerangandariinstansiyangberwenang:

1.Mengenaiterjadikeadaankahar(forcemajeure);
atau

2.Mengenaikondisibarangterkinikarenakeadaan
kahar(forcemajeure);dan

b.Pernyataanbahwabarangmilikdaerahtelahterkena
keadaankahar(forcemajeure)dariPengguna
Barang/KuasaPenggunaBarang.

Pasal66

(1)PengelolaBarangmelakukanpenelitianterhadap
permohonanpenghapusanbarangmilikdaerahdari
PenggunaBarangsebagaimanadimaksuddalamPasal64
ayat(3).

(2)Penelitiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
a.Penelitiankelayakanpertimbangandanalasan

permohonanpenghapusan;
b.Penelitiandataadministratifsedikitnyaterhadapkode

barang,koderegister,namabarang,tahunperolehan,
spesifikasi/identitasbarangmilikdaerah,penetapan
statuspenggunaan,buktikepemilikanuntukbarang
milikdaerahyangharusdilengkapidenganbukti
kepemilikan,nilaibuku,dan/ataunilaiperolehan;
dan

c.Penelitianfisikuntukpermohonanpenghapusan
karenaalasansebagaimanadimaksuddalamPasal64
ayat(3)hurufbdanhurufcjikadiperlukan.

(3)Berdasarkanhasilpenelitiansebagaimanadimaksud
padaayat(1),PengelolaBarangmengajukanpermohonan

4
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persetujuankepadaBupatiuntukpenghapusanbarang
milikdaerahkarenasebablain.

Pasal67

(1)Apabilapermohonanpenghapusansebagaimana

dimaksuddalamPasal64ayat(3)tidakdisetujui,

BupatimemberitahukankepadaPenggunaBarang
melaluiPengelolaBarangdisertaidenganalasan.

(2)Apabilapermohonanpenghapusansebagaimana

dimaksuddalamPasal64ayat(3)disetujui,Bupati
menerbitkansuratpersetujuanpenghapusanbarang

milikdaerah.

(3)Suratpersetujuanpenghapusanbarangmilikdaerah

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)memuatdata

barangmilikdaerahyangdisetujuiuntukdihapuskan,

yangsekurang-kurangnyameliputi:
kodebarang;
koderegister;
namabarang;
tahunperolehan;

spesifikasi/identitasteknis;
kondisibarang;

jumlah;

sm
m
o
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nilaiperolehan;
nilaibukuuntukbarangmilikdaerahyangdapat
dilakukanpenyusutan;dan

j.kewajibanPenggunaBaranguntukmelaporkan

pelaksanaanpenghapusankepadaBupati.

(4)BerdasarkanpersetujuanBupatisebagaimanadimaksud

padaayat(3),PengelolaBarangmenetapkankeputusan

penghapusanpalinglama1(satu)bulansejaktanggal

persetujuan.
(5)PenggunaBarangmelakukanpenghapusanbarangmilik

daerahdariDaftarBarangPenggunadan/atauDaftar
y

i.



- 42 -2

Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 68

(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan

penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4).

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar

Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain

harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 69

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada Pengelola Barang

(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah

kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola

Barang.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 1 (satu)
bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara

4
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Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna
Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST)
penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan
penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada
Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 70

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna
Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 71

(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang
milik daerah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola
Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1

(satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita
Acara Serah Terima (BAST).

Y



(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang disertai dengan:
a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST),

apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

penjualan secara lelang;
b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila

pemindahtanganan’ dilakukan dalam bentuk
penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan

penyertaan modal pemerintah daerah; dan
c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah,

apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk
hibah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 72

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
pemindahtanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan
tahunan Pengelola Barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemindahtanganan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan barang milik daerah
semesteran dan tahunan.

Pasal 73

(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola

yBarang.
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(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan
kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun

perolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau
nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya dilengkapi dengan:
a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait

barang milik daerah sebagai objek putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan,
guna memastikan kesesuaian antara barang milik
daerah yang menjadi objek putusan pengadilan
dengan barang milik daerah yang menjadi objek
permohonan penghapusan.

(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik
daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada
Pengelola Barang disertai dengan alasan.

(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik
daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
penghapusan barang milik daerah.

V4
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(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-
kurangnya memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode

barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah,
nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Pasal 74

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan barang.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang
melakukan penghapusan barang milik daerah dari Daftar
Barang Pengelola.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan
oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

1

Pasal 75

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan
Pasal 74 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

may
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tidak ada upaya hukum lainnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 76

Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat

dari putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam

laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 77

Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e diawali dengan

mengajukan permohonan penghapusan barang milik
daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama

barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku

dan/atau nilai perolehan.
Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan

penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;
b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan

terkait barang milik daerah; dan 4
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c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan,
guna memastikan kesesuaian antara barang milik
daerah yang menjadi objek peraturan perundang-
undangan dengan barang milik daerah yang menjadi
objek permohonan penghapusan.

Pasal 78

(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dala Pasal 77 ayat (4), Bupati menerbitkan
surat persetujuan penghapusan.

(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk

dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode

barang, kode register, nama barang,
spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai
buku, dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan
barang milik daerah dari Daftar Pengelola Barang
berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh

Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.

Pasal 79

(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan.

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) Pengelola Barang u,
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menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Pasal 80

(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan.

Pasal 81

(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan
pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik
daerah.

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
berdasarkan berita acara pemusnahan.

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)
dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan
barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah. y
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Pasal 82

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari
Pemusnahan harus dicantumkan dalam _laporan
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari pemusnahan barang milik daerah harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan.

Pasal 83

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola
Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan
barang milik daerah kepada Bupati yang paling sedikit
memuat:
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk

dihapuskan, yang di antaranya meliputi kode barang,
kode register, nama barang, nomor register, tahun
perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang,
lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
karena alasan:
a. hilang karena kecurian;
b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan/atau
c. keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
a. Surat Keterangan dari Kepolisian;
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b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang
sekurang-kurangnya memuat:
1. identitas Pengelola Barang;
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan

dan barang milik daerah tersebut hilang karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan
bukti bahwa penghapusan barang milik daerah
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang
menggunakan/penanggung jawab barang milik
daerah/Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:
a. identitas Pengelola Barang;
b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai

kebenaran permohonan yang diajukan;
c. pernyataan bahwa barang milik daerah telah,

terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf
c dilampiri hasil laporan pemeriksaan / penelitian.

Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan
alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi:
a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force
majeure); atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan
kahar (force majeure); dan 4
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b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
keadaan kahar (force majeure).

Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan

permohonan penghapusan;
b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap

tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik
daerah, penetapan’ status penggunaan, bukti
kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus
dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku,
dan/atau nilai perolehan; dan

c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan huruf c jika diperlukan.

Pasal 84

Apabila) permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) tidak disetujui,
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang
disertai dengan alasan.

Apabila| permohonan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang
milik daerah.
Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data

barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan,
yang paling sedikit meliputi:
a. kode barang;
b. kode register;
c. nama barang;
d. tahun perolehan;
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spesifikasi/identitas teknis;
kondisi barang;
jumlah;

ro
o

m
o

nilai perolehan;
nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat
dilakukan penyusutan; dan

j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan
penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan.
Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik
daerah dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan
keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Pasal 85

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada Bupati dengan melampirkan keputusan
penghapusan barang milik daerah.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), Pengelola Barang
menghapuskan barang milik daerah dari Daftar Barang
Milik Daerah.

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat
dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

i.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai_ berlaku pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 24 ‘un, 2019a

iAdangkan di Sarilamak
Ppadatanggal 2y juni Zoig
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